
A. Pembentukan Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia 

Pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui upacara sederhana di Jl.Pegangsaan Timur No. 56, sekitar pukul 

10.00 WIB, Soekarno—Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia resmi memproklamasikan 

kemerdekan bangsa Indonesia. Meski demikian, baru pada sekitar pukul 19.00 WIB, berita proklamasi dapat 

disiarkan ke seluruh dunia melalui Hoso Kyoku (studio radio) Jakarta di daerah Jl. Merdeka Barat. Studio 

tersebut dijaga ketat oleh tentara Jepang sejak pagi setelah pembacaan proklamasi. Mereka yang berjasa 

menyiarkan berita proklamasi itu antara lain Bachtiar Lubis, Suprapto, Jusuf Ronodipuro, dan Syahruddin. Di 

dalam negeri sendiri, berita mengenai proklamasi agak lambat tersebar luas terutama diluar pulau Jawa karena 

sulitnya jalur perhubungan kala itu. 

Keeseokan harinya, pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar 

sidang perdana. Sidang dihadiri oleh 25 orang anggota PPKI. Dalam sidang ini, PPKI berhasil memutuskan 

beberapa hal penting, di antaranya (1) mengesahkan dan menetapkan UUD 1945, (2) memilih Ir. Sukarno 

sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden, serta (3) pekerjaan presiden untuk sementara 

waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Keesokan harinya, sidang PPKI berhasil menetapkan 

pembentukan 12 departemen, 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional (daerah), dan pembentukan cabinet 

presidensil pertama. 

Selanjutnya, PPKI menggelar sidang yang ketiga pada 22 Agustus 1945. Pada sidang ini, PPKI berhasil 

memutuskan tiga persoalan pokok yang pernah dibahas pada rapat-rapat sebelumnya. Pertama, pembentukan 

Komite Nasional Indonesia (KNI); kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI); dan ketiga, 

pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada saat pembentukan ini, BKR berada di bawah Badan 

Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Tugas BKR adalah sebagai penjaga keamanan umum di daerah-

daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Sejak saat itu, BKR mulai didirikan di daerah-daerah. 

Presiden Sukarno dalam pidatonya pada 23 Agustus 1945 menyerukan bekas prajurit PETA, Heiho, dan 

para pemuda Indonesia yang sebelumnya pernah mengikuti latihan atau pendidikan militer untuk bergabung 

dalam BKR. Salah satu alas an pemerintah tidak membentuk tentara adalah agar tidak menimbulkan 

kecurigaan dan mencegah bentrokan dengan pihak asing, terutama Jepang yang saat itu masih berada di 

Indonesia. Meskipun telah kalah perang, tentara Jepang masih memiliki persenjataan yang cukup lengkap. 

Meskipun BKR pada akhirnya dibubarkan dan diganti dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 

Oktober 1945, organisasi ini berperan penting sebagai salah satu wadah perjuangan pada masa awal 

kemerdekaan. TKR inilah yang merupakan cikal bakal TNI yang ada saat ini. 

Pada masa awal kemerdekaan juga terjadi dua perkembangan penting dalam bidang politik, yaitu 

pembentukan partai-partai politik dan perubahan sistem dalam sistem kabinet. Wakil presiden Mohammad 

Hatta mengeluarkan sebuah maklumat pada 3 November 1945 untuk mendorong pendirian partai-partai politik 

sebagai bagian dari persiapan menyongsong pemilihan umum pertama yang dirancanakan akan dilangsungkan 

pada bulan Januari 1946. Pemerintah mempertegas kembali saran untuk mendirikan partai-partai politik dalam 

Maklumat 14 November 1945. Maklumat ini juga memiliki arti penting lain, yaitu berubahnya system 

pemerintahan dengan adanya jabatan Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Maklumat pemerintah 

tanggal 3 dan 14 November 1945 perlu dipahami dalam situasi politik global pada masa itu. Selepas 

Proklamasi Kemerdekaan beberapa pihak asing menuduh bahwa RI adalah negara bentukan Jepang. Presiden 

Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta juga dituduh sebagai kolaborator Jepang. RI juga dituduh sebagai 



negara yang fasis, apalagi pada awalnya PNI ditetapkan sebagai partai negara. Sistem partai tunggal seperti 

itu seringkali dikaitkan dengan ciri negara fasis seperti pada masa Perang Dunia II. Oleh karenanya, untuk 

meyakinkan dunia internasional bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan fasis, pemerintah 

melakukan beberapa perubahan seperti yang disebutkan dalam kedua maklumat tersebut. Adanya Perdana 

Menteri sebagai pimpinan kabinet seperti yang disampaikan dalam Maklumat 14 November 1945 memang 

tidak sesuai dengan UUD 1945. Akan tetapi, dalam situasi politik saat itu, hal ini merupakan adaptasi yang 

dilakukan oleh RI dan respon terhadap perkembangan internasional agar pihak asing, terutama Sekutu sebagai 

pemenang Perang Dunia II, percaya bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan negara fasis bentukan 

Jepang. Sebagai negara yang baru merdeka, RI sangat membutuhkan dukungan internasional dalam 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi ambisi Belanda yang ingin kembali menjajah. 

 

 

PENUGASAN  

1. Jelaskan keputusan-keputusan penting yang dihasilkan dalam sidang pertama PPKI pada tanggal 18 

Agustus 1945 serta mengapa keputusan tersebut sangat penting bagi berdirinya Negara Republik 

Indonesia!  

2. Uraikan hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan jelaskan peran Badan Keamanan Rakyat (BKR) 

pada masa awal kemerdekaan Indonesia!  

3. Mengapa pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan tidak langsung membentuk tentara nasional? 

Jelaskan alasan serta perkembangan organisasi keamanan dari BKR hingga menjadi cikal bakal TNI!  

4. Jelaskan isi dan tujuan Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 serta Maklumat Pemerintah 

tanggal 14 November 1945. Mengapa kedua maklumat tersebut penting bagi perkembangan politik 

Indonesia?  

5. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia dituduh sebagai negara bentukan Jepang dan negara fasis. 

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membuktikan kepada dunia 

internasional bahwa Republik Indonesia adalah negara yang demokratis! 


